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Rizka Zarlina, B11111386, Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1455/Pid.B/2013/PN/Mks), dibawah 
bimbingan M.Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Hj.Nur Azisa 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana materil dalam putusan No. 1455/Pid.B/2013/PN/Mks dan 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan 
perkara No. 1455/2013/Pid.B/2013/PN/Mks. 
Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, 
sedangkan teknik pengumpulan data Penulis memperoleh data dengan 
menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari 
kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta 
mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang 
berupa wawancara kepada Hakim yang berkaitan dalam menangani 
kasus penipuan.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu : Pertama, 
penerapan hokum pidana materil dalam perkara putusan 
No.1455/Pid.B./2013/PN/Mks adalah penerapan hukum pidana materil 
dalam perkara putusan No. 1455/Pid.B/2013/PN/Mks, terdakwa didakwa 
dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu dalam tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 
penipuan Pasal 378 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum baik 
keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa maka penerapan 
hukum pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai 
dan tepat. Kedua pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
dalam perkara putusan No. 1455/Pid.B/2013/PN/Mks, oleh Majelis Hakim 
terdakwa dipidana penjara 7 bulan karena terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim 
dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini 
telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari 
pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, 
alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung 
serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup 
untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana 
pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya sebagaimana fungsi 
pidana pada mestinya. 
vi 
KATA PENGANTAR  
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas 
kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniah yang begitu berlimpah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul 
“Tinjauan Yuridis tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 1455/Pid.B/2013/PN/Mks)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan 
untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana strata 
satu program studi hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. 
Perlu diketahui bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan tidak menutup kemungkinan di 
dalamnya masih banyak masih banyak terdapat kelemahan dan 
kekurangan. Karenanya penulis bersedia menerima kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis 
Ayahanda ZAENAL ARIFIN dan Ibunda HIDAYAHTULLAH atas segala 
pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan 
dan mendidik, serta doanya dan demi keberhasilan penulis, beserta 
saudara kandung penulis yang tak henti-hentinya menjadi inspirasi bagi 
penulis, kakak tersayang Rizky Hidayat dan adik terkasih Muh. Rafly 
Terima kasih atas doa dan semangat yang tak pernah hilang dari kalian 
berdua. 
vii 
Pada program penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan 
ini penulis mengahanturkan rasa terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.  
2. Ibu Dr. Farida, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H 
selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. 
selaku Wakil Dekan II dan bapak Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku 
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum 
Pidana dan seluruh anggota Bagian Hukum Pidana di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Bapak Prof. Dr. M.Syukri Akub, S.H., M.H. selaku pembimbing I 
dan Ibu Hj.Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing II dalam 
penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan dan 
nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan 
kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun skripsi ini 
dengan baik. 
5. Bapak  Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., bapak Dr. Syamsuddin 
Muchtar, S.H., M.H., bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Tim 
Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima kasih atas 
segala masukan dan saran yang bersifat membangun demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
viii 
6. Bapak Muhammad Imran Arief, S.H., M.S., selaku Penasehat 
Akademik sekaligus sebagai Ayah Penulis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima 
kasih yang sebesar-besarnya Penulis hanturkan atas waktu, 
nasehat-nasehat, dan tuntunannya. Taklupa Penulis selalu 
mendoakan semoga sehat selalu dan Penulis dapat merasakan 
segala kebaikan, walaupun telah menyelesaikan pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. 
Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan 
selama ini. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu 
Tiada Nilai dan Batasnya. 
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan 
segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang  telah memberikan pelayanan administrasi yang 
sangat baik serta bantuan yang lainnya. 
9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, staf Pengadilan Negeri 
Makassar bapak Mustari, S.H, selaku bagian hukum umum serta 
bapak Ibrahim Palino, S.H., M.H., selaku Hakim Pengandilan 
Negeri Makassar yang bersedia membantu untuk diwawancarai 
demi kelancaran penelitian. 
10. Kepada Teman-teman “MEDIASI” yang menjadi saudara 
seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
ix 
11. Kepada keluarga kecilku BSDK yang mengajarkan banyak hal 
bukan hanya tentang hidup yang berwarna-warni, terutama 
“DIKSAR 12” yang menjadi sosok penyemangat. 
12.  Terima kasih kepada teman sahabatku Andi Ulfah Oetari Ashary 
yang menjadi teman gossip, teman jalan, dan selalu memberikan 
semangat dan juga motivasi. 
13. Keluarga KKN Reguler Gel 87 Desa Pasang dan Paladang, 
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Ibu dan Bapak Posko 
Desa Pasang beserta Anak-anaknya (adik Shireen, Paras, Umam, 
Hanif), Terima kasih atas kasih sayang dan pelayanannya yang 
sangat luar biasa selama 2 bulan saya hidup bersama kalian. 
Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu 
yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan 
pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, Penulis hanturkan 
terima kasih. 
Demikian kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala 
ucapan yang tak berkenaan serta tidak sempat penulis paparkan dalam 
skripsi ini penulis memohon maaf. 
Billahi taufik walhidayah  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
 






HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI  ...................................................................  ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI  ................................  iv 
ABSTRAK  ..........................................................................................  v 
KATA PENGANTAR  ..........................................................................  vi 
DAFTAR ISI  ........................................................................................  x          
 
BAB I   PENDAHULUAN ....................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah...........................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...................................................................  4 
C. Tujuan Penelitian .....................................................................  4 
D. Kegunaan Penelitian ................................................................  4 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ............................................................  6 
A. Pengertian Delik dan Unsur Unsurnya .....................................  6 
1. Pengertian Delik ..................................................................  6 
2. Unsur-unsur Delik ................................................................  7 
B. Pidana dan Pemidanaan  .........................................................  9       
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan ..................................  9 
2. Jenis-jenis Pidana  ..............................................................  12 
3. Teori Tujuan Pemidanaan  ..................................................  20                 
C. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur - Unsurnya  ..................  24  
1. Pengertian Delik Penipuan .................................................  24 
2. Unsur-Unsur Penipuan .......................................................  25 
D.  Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ................  28 
 
xi 
BAB III  METODE PENELITIAN  .........................................................  32 
A. Lokasi Penelitian ......................................................................  32 
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................  32 
C. Teknik Pengumpulan Data .......................................................  33 
D. Analisis Data ............................................................................  33       
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..........................  34 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Putusan 
No.1455/Pid.B/PN/Mks..............................................................  34 
1. Posisi kasus .........................................................................  34 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  ........................................  35 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  ........................................  37 
4. Amar Putusan  .....................................................................  38 
5. Analisa Penulis  ...................................................................  38 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana dalam Putusan No.1455/Pid.B/PN/Mks  ........................  44 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  ..............................................  44 
2. Analisis Penulis  ...................................................................  53 
 
BAB V PENUTUP   ..............................................................................  55 
A. Kesimpulan  ..............................................................................  55 
B. Saran ........................................................................................  55 
 





A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan teknologi dan modernisasi membawa dampak yang 
besar bagi moral masyarakat. Kemajuan zaman telah mendorong 
terjadinya krisis moral yang dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring 
informasi dan budaya yang mempengaruhi peradaban bangsa kita, pada 
giliranya akan menimbulkan kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari 
bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. 
Negara Indonesia adalah negara yang termaksud dalam kategori 
negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari berbagai 
permasalahan. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang 
berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan 
tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. 
Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah 
lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan 
dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia 
merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya. Perkembangan 
masyarakat itu dapat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat 
tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi 
maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, 
maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut yang 
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bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,dan 
makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang 
menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang 
membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah 
besar yang dihadapi bangsa Indonesia ssat ini adalah di bidang hukum 
dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan di kota-kota 
besar bahkan sudah menjalar sampai di pelosok desa. Perkembangan 
tindak kriminal, seiring dengan perkembangan zaman semakin marak 
terjadi. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan zaman yang 
semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku 
tindak criminal itu sendiri semakin canggih pula. Tidak jarang 
perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat yang 
negatif selain akibat postif. Kejahatan dalam kehidupan manusia 
merupakan gelaja sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, 
masyarakat dan bahkan Negara.   
Dari berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam 
masyarakat, salah satunya adalah kejahatan yaitu dalam hal penipuan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri dalam Pasal 378 
ditentukan ancaman pidana bagi kejahatan penipuan. Walaupun demikian 
ancaman pidana dalam undang-undang dirasakan tidak efektif dalam 
melakukan pencegahan tindak pidana, karena dalam penegakan hukum 
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pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam 
suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai 
pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang 
berwewenang untuk menangani suatu kejahatan. Perkembangan ini 
menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku 
kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Salah satu bentuk perbuatan 
penipuan yang dilakukan adalah mengaku sebagai anggota kepolisian 
berpangkat AKP dengan mengenakan atribut pihak kepolisian yaitu kaos 
dan celana polisi. Dengan menggunakan atribut palsu dan rangkaiaan 
kata “bohong dan menyebabkan korban menyerahkan sejumlah barang 
dalam hal ini uang sebesar Rp. 2. 100.000”, yang membuat korban 
percaya bahwa pelaku seorang anggota kepolisian. Akibat dari perbuatan 
pelaku mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup besar. 
Perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun merupakan 
perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan dan juga hilangnya 
kepercayaan terhadap oknum polisi.  
Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam 
mengenai perbuatan pelaku yang memenuhi unsur melawan hukum serta 
apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 
mengenai tindak pidana penipuan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan 
(Studi Kasus Putusan No.1455/Pid.B/2013/PN.Mks).” 
 
4 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas,maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam putusan 
No.1455/Pid.b/2013/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana sebagaimana terdapat dalam putusan 
No.1455/Pid.b/2013/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil yang 
terdapat dalam delik penipuan pada Putusan 
No.1455/Pid.b/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan 
No.1455/Pid.b/2013/PN.Mks. 
 
D. Kegunaan penelitian 
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
pembahasan mengenai tindak pidana penipuan. Yang dapat 
dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-
penulisan yang terkait dengan delik penipuan selanjutnya. 
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2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis 
mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana pada Putusan Perkara No.1455/Pid.B/ 
2013/PN.Mks. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan 
ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas 







A. Pengertian Delik dan Unsur – Unsurnya  
1. Pengertian Delik  
Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti 
perbuatan pidana. Peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni,” perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang-undang tindak pidana.  
Menurut Simons menyatakan bahwa :1 
“Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
 
Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit terkadang 
juga delict yang berasal dari bahasa latin yaitu delictum. Hukum pidana 
negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act 
untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada 
Wvs Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. 
R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa :2 
“Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan 
hukum pidana.” 
 
                                                          
1 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana,Raja Grafindo Persada, Jakarta , Hlm.217 
2 R. Abdoel Djamali, 2005, Pengantar Hukum Indonesia,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
Hlm.175 
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Berdasarkan defenisi di atas, maka penulisan menyimpulkan 
bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan 
badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan 
ancaman (sanksi) bagi perbuatanya. 
2. Unsur-Unsur Delik 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai 
berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan ”Tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention / opzet  / dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui 
bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni : 
1.  Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus 
eventualis); 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 
1. Tak berhati-hati  
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
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b. Unsur Objektif  
Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas: 
1. Perbuatan manusia berupa : 
a. act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan pasif atau 
perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
2. Akibat (result) perbuatan manusia. 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak,bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan 
yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
pengadilan. 
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Menurut Lamintang, Unsur – unsur delik meliputi :3 
“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku 
dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif 
adalah unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, 
yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan.” 
 
B. Pidana dan Pemidanaan  
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman 
karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih 
didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ 
diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 
akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatanya yang telah melanggar 
larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strabaar feit). 
Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana 
(strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum 
dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk 
mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum 
pidana.4 
                                                          
3 Leden Marpauang,. Op cit,. Hlm 11 
4 Adami Chazawi,2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hlm. 24 
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Di bawah ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa 
ahli/pakar hukum diantaranya :5 
 Menurut Sudarto  mengatakan bahwa: 
“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” 
 
 Menurut Roeslan Saleh  mengatakan bahwa: 
“Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu.” 
 
Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materil. 
Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materil menurut 
beberapa ahli/pakar hukum diantaranya:6 
 J.M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 
berikut: 
“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap 
perbuatan itu,dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara 
pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 
harus diperhatikan pada kesempatan itu.” 
 
 Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan 
hukum formil sebagai berikut: 
Isi hukum pidana adalah : 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana, 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum 
pidana, 
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya 
dapat dihukum pidana, dan  
                                                          
5 Mahrus Ali, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 186 
6 Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Hlm. 2 
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4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan 
yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengandilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. 
Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil sebagai berikut : 7 
“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum menunjukkan orang yang 
dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan keputusan hakim.” 
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak 
terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan 
yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana 
materiil.  
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umunya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
                                                          
7 Ibid,. Hlm 2 
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Menurut Sudarto menyatakan bahwa :8 
“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum,sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau merumuskan tentang 
hukumanya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa 
itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum 
pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim 
dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 
hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama 
dengan sentence atau veroordeling”. 
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan 
muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan 
pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di 
Indonesia. Apabila proses peradilan misalnya berakhir dengan penjatuhan 
pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan itu dianggap 
baik, dan sebaiknya. ketika berakhir dengan penjatuhan pidana tidak 
berjalan sesuai asas peradilan, maka akan dicap akan adanya 
kemorosotan kewibawaan hukum.  
2. Jenis - Jenis Pidana 
Jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis 
pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali 
ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis 
pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
                                                          
8  P.A.F Lamintang ,1984, Hukum Penitensier Indonesia, CV .Armico , Bandung, Hlm.4 
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tambahan hanya di jatuhkan jika pidana pokok di jatuhkan, kecuali dalam 
hal tertentu yaitu:   
a. Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana denda; 
 
b. Pidana tambahan terdiri dari: 
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu ; 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pidana pengumuman Putusan Hakim; 
Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah 
sebagai berikut  
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena 
pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanannya berupa 
penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnnya hak 
ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai 
sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari 
kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
Dalam KUHP, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada 
kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja. Yang jumlahnya 
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juga sangat terbatas seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam 
keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo 
Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu 
dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3, 
Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor 
yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) 
kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444). Di 
samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan 
suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat berhati-hati, tidak 
boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana 
alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara waktu setinggi-setingginya 20 tahun. 
Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak 
selalu harus menjatuhkan pidana bagi kejahatan-kejahatan yang diancam 
dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas 
dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup 
ataukah penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya 
apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak 






2) Pidana Penjara 
Andi Hamzah menegaskan bahwa :9 
“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 
juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya 
tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana 
mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).” 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 
Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika 
seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi 
Hamzah yaitu :10 
Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan 
saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga 
narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :  
1) Hak untuk memilih dan pilih (lihat undang-undang pemilu). Di 
negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur; 
2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik; 
3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini 
telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu; 
4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja 
izin usaha, praktik (dokter, pengacara ,notaris, dan lain-lain); 
5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup; 
                                                          
9 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, Hlm.110 
10 Ibid., Hlm.111 
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6) Hak untuk dalam tetap ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraiaan menurut 
hukum perdata; 
7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka;dan 
8) Beberapa hak sipil yang lain. 
 
3) Pidana kurungan  
Menurut Vos menyatakan bahwanpidana kurungan pada dasarnya 
mempunyai dua tujuan Yaitu :11 
“Pertama, ialah sebagai custodia hunesta untuk delik yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan 
beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 
182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP).” 
 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan 
oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringanya pidana ditentukan 
oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan 
menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. 
Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan 
kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan 
pelanggaran. 
Ninie Suparni mengemukakan :12 
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup 
masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama 
dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang.”  
 
                                                          
11 Andi Hamzah, 2008, Asas – Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Hlm  202 
12 Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem 
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.23 
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4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana. Pidana denda adalah 
kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 
Hakim/Pengandilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena 
ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
Lamintang mengemukakan bahwa :13 
“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP 
yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-
baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan 
pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok 
tersebut secara bersama-sama”. 
 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat faktualitatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan 
kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat accecorries yang mengikut 
pada pidana pokok. Ada hal-hal  tertentu dimana pidana tambahan 
bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP. 
Pidana tambahan yang terdiri dari 3 jenis : 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
                                                          
13 Op cit., Hlm.114 
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pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-
hak ketatanegaraan. 
Menurut Vos, menyatakan bahwa :14 
“Pencabutan hak-hak tertentu itu hak memegang jabatan pada 
umumnya atau jabatan yang tertenu ialah suatu pidana di bidang 
kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 
pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal: 
a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan 
hakim. 
b. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.” 
 
Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas di 
tentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh 
undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu 
perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP. 
Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
2. Hak memasuki angkatan bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut 
hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang 
yang bukan anak-anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu; 
 
 
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak 
sekian lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana 
                                                          
14 Ibid,. Hlm.211 
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perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk 
kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Ada dua macam 
barang yang dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena 
kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam 
melakukan kejahatan.  
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu telah 
ditercantum dalam Pasal 39 KUHP yaitu : 
a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas; 
b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan  
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga djatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah  
ditentukan dalam undang-undang; 
c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita; 
 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelum diganti 
menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak dapat 
diserahkan atau diharganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hati dan paling lama 
enam bulan. 
3) Pengumuman Putusan Hakim  
Pengumuman putusan hakim di atur dalam Pasal 43 KUHP yang 
mengatur bahwa : 
“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas 
biaya terpidana pidana. Tambahan pengumuman keputusan hakim 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang  ditentukan dalam 
undang- undang”. 
20 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan 
terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari  kelihaian 
busuk atau kesombronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 
dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-
pasal tindak pidana tertentu. 
Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang 
diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan – 
kejahatan : 
a. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. 
b. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa. 
c. Kesombronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati. 
d. Penggelapan. 
e. Penipuan. 
f. Tindakan merugikan pemiutang. 
 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para 
sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak 
dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari 
nilai-nilai sosial budaya yang hayati oleh para sarjana tersebut. 
Menurut Lamintang mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi 
3 sasaran yaitu Memperbaiki pribadi penjahat :15 
a. Membuat orang menjadi jera; 
b. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan; 
                                                          
15 P.A.F Lamintang ,1984, Hukum Penitensier Indonesia, CV .Armico , Bandung, Hlm.23 
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Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudarto bahwa :16 
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan 
artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau 
pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”      
 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan penjajah belanda 
sudah tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya 
masih tetap kita gunakan sampai sekarang,meskipun dalam praktik 
pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.  
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, 
yaitu : 
1) Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldings Theorien). 
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 
                                                          
16 M.Taufik Makarao, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana,Yogyakarta, 
Hlm.16 
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Menurut Thomas Aquinas teori pembalasan sesuai dengan ajaran 
Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori 
pembalasan menurut Thomas Aquinas terbagi 2 yaitu :17 
1. Teori pembalasan yang objektif,yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendan dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus 
dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang 
diakibatkan kelihaiaan si pembuat kejahatan. 
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian 
atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan 
yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya 
dijatuhi pidana yang ringan. 
 
2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini mendasar pandangan kepada maksud dari pemidanaan, 
yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya 
kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa 
mendatang. Teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). 
Kalau dalam teori absolute itu tindakan pidana dihubungkan yang akan 
datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat 
agar menjadi baik. 
Mengenai tujuan-tujuan tersebut terdapat tiga teori yaitu : 
1. Untuk menakuti; 
Teori dari Anselm von Reuerbach berpendapat bahwa :18 
“Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga 
orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu 
                                                          
17 Erdianto Effendi ,2011,Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm.142 
18 Ibid., Hlm.143 
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ialah hukuman-hukuman harus diebrikan seberat-beratnya. 
Dan kadang-kadang merupakan siksaan.” 
  
2. Untuk memperbaiki; 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki 
si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang 
berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula 
peraturan hukum (special prevensi/pencegahan khusus). 
3. Untuk melindungi; 
Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat 
itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-
perbuatan jahat orang itu (generale prevensi / pencegahan 
umum). 
Menurut von LISZT menyatakan bahwa :19 
“Hukum itu gunanya adalah untuk melindungi kepentingan-
kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai 
kepentingan-kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk 
menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan-
kepentingan hukum yang dimiliki oleh orangyang satu dengan 
orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinya seperti itu, 
hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh 
negara. Dan negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang 
yang telah melanggar norma-norma tersebut. 
 
3) Teori Gabungan (vernegingstheorien)  
Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. 
Teori mensyaratkan bahwa pemidanaan pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah 
                                                          
19 P.A.F Lamintang ,1984, Hukum Penitensier Indonesia, CV .Armico , Bandung, Hlm.30 
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memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan adanya keberatan-
keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka muncullah 
aliran ketiga yang mendasar pada jalan pikiranya bahwa pidana 
hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata 
tertib dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan 
menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur 
yang lain maupun unsur yang ada.  
Menurut Adami Chazawi teori gabungan dapat digolongkan dalam 
dua golongan besar yaitu : 20  
 Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
 Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh  
 lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.  
 
C. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur – Unsurnya  
1. Pengertian Delik Penipuan  
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni 
menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang 
penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a. Penipuan Menurut Tata Bahasa 
Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 
bahwa :21 “Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang 
                                                          
20 Mahrus Ali ,2011,Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.166 
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tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, 
mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara 
menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti 
bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu 
disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat 
diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang 
yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau 
mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.” 
b. Menurut KUHP 
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi 
hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. 
Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan 
hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 
dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dapat 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
 
2. Unsur-Unsur Penipuan  
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
                                                                                                                                                               
21 Ananda S, 2009,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, Hlm.364 
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dalam 20 Pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. 
Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog 
atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang 
adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan 
tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yaitu  :  
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum.   
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 
pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini 
adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih 
membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi 
 Dengan demikian, maksud tersebut ditujukan untuk 
menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui 
bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan 
hukum. 
b. Dengan menggunakan salah satu lebih alat penggerak 
penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu 
muslihat dan rangkaian kebohongan). 
 Sifat  dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-
cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-
alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah 
sebagai berikut : 
1) Nama Palsu  
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 
nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. 
Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama 
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dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu 
muslihat atau susunan belit dusta. 
2) Tipu Muslihat  
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan 
atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu 
muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. 
3) Martabat atau Keadaan Palsu  
Pemakaiaan martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 
seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu 
keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang 
yang ada dalam keadaan tersebut. 
4) Rangkaian Kebohongan  
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad 22dalam Arrest 11 Maret 
1929, bahwa : 
“Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong 
bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang 
sedemikian rupa, dan kebohongan itu terdapat hubungan yang 
sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan 
yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua 
kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-
olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal 




                                                          
22P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, 
Bandung, Hlm, 159  
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c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, 
atau memberi utang, atau menghapus utang. 
Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 
barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan 
penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad23 dalam Arrest 16 
Oktober 1922, bahwa :  
“Perbuatan menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu 
benda itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni 
tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan 
penyerahan tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi 
harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk 
memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab-akibat 
antara supaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda yang 
bersangkutan.” 
  
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. 
Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-
hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat 
dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 
Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 
memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan 
bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. 
Selain itu hakim sjuga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan 
yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, 
dan tidak ada alasan pembenar. 
                                                          
23 Ibid., Hlm.151 
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Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan 
pidana yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari 
faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan 
dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana 
(residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor 
nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain 
yang meringankan. 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan 
memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan 
putusan. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” 
 
Dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa : 
 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.” 
 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
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“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang  yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” 
 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan 
bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.” 
 
Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang 
mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
ketegori, yakni :24 
“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian 
secara limitativ menetapkan pendiriannya.” 
 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pada Pasal 58 (Pasal 
52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiamn, dapat dijadikan referensi.  
Menurut Bambang Waluyo dalam penjatuhan pidana hakim wajib 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :25 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Perngaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana; 
                                                          
24 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,Teori,Praktik,Teknik 
Penyusunan , dan Permasalahannya,Citra Aditya Bakti,Bandung. Hal.94  
25 Bambang Waluyo,2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.91 
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h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban;dan  
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 
Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat 
menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan 
ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan 
maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta 











A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Kota Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
Penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi pada Pengandilan Negeri 
Makassar. Emilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut 
berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi 
ini.    
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 
(dua) yaitu : 
1. Data primer, yaitu data mengenai putusan No.1455/Pid.B/ 
2013/PN/Mks yang diperoleh atau bersumber langsung dari 
instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi peneltian 
Pengandilan Negeri Makassar. Langsung, dalam hal ini berupa 
data yang terhimpun dan responden. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa buku-buku, kamus, lsiteratur, undang-undang, 
dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memeperoleh data yang diinginkan selama melakukan 
penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :   
1. Penelitian Pustaka (library research).  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada 
hubunganya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer 
dan Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian 
2. Penelitian Lapangan (Field research).  
penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 
ini.  
 
D. Analisis Data  
Penulis dalam menganalisa data yang dikumpul baik data primer 
maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif yaitu uraian 
menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer 
yang dihubungkan dengan kata sekunder. Data disajikan secara deskriptif, 
yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil 
pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dsalam Perkara Pidana 
No.1455/Pid.b/2013/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus  
Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 21.00 wita di JL. 
Ir. Sutami RT.02 RW.02 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
Akbar ALS.SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN A. Tawakkal dengan maksud 
untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu 
muslihat, ataupun rangkaiaan kata bohong, menggerakkan orang lain 
supaya memberikan suatu barang membuat utang atau menghapuskan 
piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Awal mulanya terdakwa tinggal ditempat kost yang bersebelahan 
dengan tempat kost Riko korban bahwa terdakwa yang berniat melakukan 
penipuan awalnya mendatangi rumah kost korban dan mengaku sebagai 
anggota Polisi berpangkat AKP dengan jabatan Kasat Lantas lalu 
menyampaikan kepada korban bahwa siapa yang mau diuruskan SIM lalu 
korban menjawab kalau bisa pak nanti saya ambilkan juga uang teman 
saya karena banyak yang mau urus SIM. Bahwa untuk lebih meyakinkan 
korban terdakwa sering menggunakan pakaian dinas kaos dan celana 
polisi serta membawa pistol mainan. Terdakwa berjanji dapat membantu 
menguruskan SIM dengan membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus 
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lima puluh ribu rupiah) per SIM, dengan akal dan tipu muslihat serta 
rangkaiaan kata-kata bohong terdakwa tersebut diatas, korban merasa 
yakin maka pada waktu dan tempat tersebut diatas korban menyerahkan 
uang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) 
yang terkumpul dari teman-teman dan termasuk uang korban sendiri. 
Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 11.40 wita korban 
diberitahu oleh ibu kost bahwa terdakwa telah kabur dari rumah kost dan 
ada polisi yang mencari, kemudian korban mencari tahu akan kebenaran 
kata-kata terdakwa dan ternyata terdakwa bukanlah anggota polisi 
sehingga saat ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada 
lalu, uang korban yang diambil oleh terdakwa tidak digunakan untuk 
mengurus SIM tetapi telah habis digunakan untuk bersenang-senang dan 
merental mobil (keperluan pribadi). Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 
korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua 
puluh ribu rupiah). 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.Register 
Perkara : PDM-641/Mks/Ep.1/9/2013 adalah sebagai berikut : 
DAKWAAN : 
Bahwa ia terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN A. 
TAWAKKAL, pada hari kamis tanggal 27 juni 2013 atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di jalan Ir. Sutami RT.02 
RW.02 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
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lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau 
keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan 
perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang 
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : 
 Bahwa awalnya terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN. 
A. TAWAKKAL tinggal ditempat kost yang bersebelahan dengan 
tempat kost RIKO ANDREAWAN (korban) 
 Bahwa terdakwa yang berniat melakukan penipuan awalnya 
mendatangi rumah kost korban dan mengaku sebagai anggota Polisi 
berpangkat AKP dengan jabatan Kasat Lantas lalu menyampaikan 
kepada korban bahwa “ siapa yang mau diuruskan SIM” lalu korban 
menjawab” kalau bisa Pak nanti saya ambilkan juga uang teman saya 
karen banyak yang mau urus SIM”. 
 Bahwa untuk lebih meyakinkan korban terdakwa sering menggunakan 
pakaiaan dinas kaos dan celana polisi serta membawa pistol mainan.  
 Bahwa terdakwa berjanji dapat membantu menguruskan SIM dengan 
membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 
per SIM. 
 Bahwa dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian kata-kata 
bohong terdakwa tersebut diatas korban merasa yakin maka pada hari 
Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan 
Ir.Sutami RT.02 RW.02 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar 
korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus 
dua puluh rupiah) yang terkumpul dari teman-teman dan termasuk 
uang korban sendiri. 
 Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 11.40 wita 
korban diberitahu oleh ibu kost bahwa terdakwa telah kabur dari rumah 
kost dan ada polisi yang mencari. 
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 Bahwa kemudian korban mencari tahu akan kebenaran kata-kata 
terdakwa dan ternyata terdakwa bukanlah anggota Polisi. 
 Bahwa hingga saat ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak 
ada. 
 Bahwa uang korban yang diambil oleh terdakwa tidak digunakan untuk 
mengurus SIM tetapi telah habis digunakan untuk bersenang-senang 
dan merental mobil (keperluan pribadi). 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar 
Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 
pasal 378 KUHP 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No.Register 
Perkara : PDM-641/Mks/Ep.1/9/2013 tertanggal 14 November 2013 yang 
pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL 
BIN A.TAWAKKAL, bersalah melakukan tindak pidana 
“PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP 
sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR ALS. 
SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN A.TAWAKKAL dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa 
ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan  
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) buah sangkur model pistol  
 1 (satu) lembar celana panjang dinas polisi  
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 3 (tiga) lembar baju kaos dinas polisi masing-masing 2 
warna abu-abu dan 1 warna biru seluruh barang bukti 
dirampas untuk dimusnakan  
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).  
 
4. Amar Putusan  
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor :  
 Menyatakan Terdakwa AKBAR ALS. AKBAR SYAIFULLAH 
ALS. IPUL BIN A. TAWAKKAL telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan’’. 
 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 
 Menetapkan bahwa masa penahanan yag telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sangkur model 
pistol, 1 (satu) lembar celana panjang dinas polisi, 3 (tiga) 
lembar baju kaos dinas polisi masing-masing 2 warna abu-abu 
dan 1 warna biru; 
  Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 
Rp.5000,- (lima ribu rupiah); 
  
5. Analisa Penulis  
Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini 
dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindakan pidana apakah perbuatan 
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terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan 
berengaruh besar terhadap amar/dilctum putusan hakim. Dalam praktik 
peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan para sanksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-
fakta dalam persidangan berorientasi ada dimensi tentang, locus dan 
tempus delictu, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut 
dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan 
tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak 
langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-
fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian 
dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (bestanddlen) dari tindak pidana 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sikap dan perilaku terdakwa 
dalam persidangan yang membantu lancarnya proses hukum dan tentu 
saja dampak tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam proses 
penjatuhan pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak 
pidana, hakim juga memperhatikan pandangan masyarakat sekitar jangan 
sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut memberikan 
persepsi negative terhadap hukum kita sendiri. Menurut penulis hakim 
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sudah sangat bijak dalam memutuskan perkara ini. Selanjutnya penulis 
mengomentari penerapan hukum pidana sebagai berikut :  
Melihat penerapan hukum yang didakwakan serta berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian 
mengenai unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana 
diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan 
dakwaan berbentuk tunggal, maka Jaksa Penuntut Umum membuktikan 
dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni : 
Pasal 378 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:  
1. Barang siapa.  
2. Dengan maksud menguntungkan diri sentdiri atau orang lain 
secara melawan hukum. 
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal 
maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaaian perkataan 
bohong. 
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang 
kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun dengan 
rangkaaian perkataan bohong. 
5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang 
kepadanya, atau untuk member hutang ataupun menghapuskan 
piutang . 
Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsure-unsur dari 
Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” 
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disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan 
perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa 
dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh 
dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa 
sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan 
maupun dalam surat tuntutan itu sendiri dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini 
adalah AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN A. TAWAKKAL  
sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka “barang siapa” telah terpenuhi 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang 
disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan uang korban untuk 
biaya pembuatan SIM tetapi telah terdakwa gunakan uang korban untuk 
merental mobil dan bersenang-senang dirumah bernyanyi/karaoke. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Unsur “dengan melawan hak” Bahwa dengan berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi 
dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa 
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melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota Polisi 
berpangkat AKP dengan jabatan Kasat Lantas lalu menyampaikan kepada 
korban bahwa “siapa yang mau diuruskan SIM” lalu korban menjawab“ 
kalau bisa pak nanti saya ambilkan juga uang teman saya karena banyak 
yang mau urus SIM”. Terdakwa berjanji dapat menguruskan SIM dengan 
membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 
SIM. Bahwa kemudian para korban mencari tahu akan kebenaran kata-
kata terdakwa dan ternyata terdakwa tidak mempunyai hak untuk 
mengurus SIM karena terdakwa bukanlah anggota Polisi dan hingga saat 
ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada. Berdasarkan 
fakta tersebut diatas maka unsur “dengan melawan hak” telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum.  
Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik 
dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan 
bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat 
utang atau menghapuskan piutang”. Bahwa dengan berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi 
dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa 
melakukan penipuan dengan cara awalnya terdakwa mendatangi rumah 
kost korban dan mengaku sebagai anggota Polisi berpangkat AKP dengan 
jabatan Kasat Lantas lalu menyampaikan kepada korban bahwa “siapa 
yang mau diuruskan SIM” lalu korban menjawab” kalau bisa pak nanti 
saya ambilkan juga uang teman saya karena banyak yang mau urus SIM”. 
Bahwa untuk lebih meyakinkan korban terdakwa sering menggunakan 
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pakaian dinas kaos dan celana polisi serta membawa pistol mainan. 
Bahwa terdakwa berjanji dapat membantu menguruskan SIM dengan 
membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 
SIM. Bahwa dengan akal tipu muslihat serta rangkaain kata-kata bohong 
terdakwa tersebut diatas korban merasa yakin maka pada tanggal 27 Juni 
2013 sekitar jam sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan Ir. Sutami RT.02 
RW.02 Ke. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar saksi korban Riko 
Andreawan menyerahkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus 
ribu rupiah) yang terkumpul dari teman-teman dan termasuk uang korban 
sendiri. Bahwa kemudian saksi korban mencari tahu akan kebenaran kata-
kata terdakwa dan ternyata terdakwa tidak mempunyai hak untuk 
mengurus SIM karena terdakwa bukanlah anggota polisi dan hingga saat 
ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada. Bahwa atas 
perbuatan terdakwa saksi-saksi korban menderita kerugian sebesar 
Rp.2.100.000,-. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas,maka unsur 
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu 
muslihat, ataupun rangkaian kehobongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau 
menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan 
sesuai Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu kepada terdakwa adalah wajar 
dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatanya. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap 
terdakwa (AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN A. TAWAKKAL), 
menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah 
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak 
pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan 
No.1455/Pid.B/2013/PN/Mks 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa yakni : 
Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa secara lisan 
tertanggal 14 Nopember 2013 yang pokoknya memohon keringanan 
hukuman, Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya. 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2013 
Nomor Perkara : PDM-641/Mks/Ep/1/9/2013 yang berbunyi sebagai 
berikut : 
Bahwa ia terdakwa AKBAR ALS. IPUL BIN A. TAWAKKAL pada 
tanggal 27 Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam 
tahun 2013, bertempat di jalan Ir.Sutami RT.02 RW.02 Kel. Sudiang Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik 
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu 
muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, 
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang 
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atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
 Bahwa awalnya Terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. 
IPUL BIN A. TAWAKKAL tinggal di tempat kost yang 
bersebelahan dengan tempat kost saksi korban  Riko 
Andreawan. 
 Bahwa Terdakwa yang berniat melakukan penipuan awalnya 
mendatangi rumah kost korban dan mengaku sebagai anggota 
Polisi berpangkat AKP dengan Jabatan Kasat Lantas lalu 
menyampaikan kepada korban bahwa “siapa yang mau 
diuruskan SIM” lalu korban menjawab” kalau bisa Pak nanti 
saya ambilkan juga uang teman saya karena banyak yang mau 
urus SIM”. 
 Bahwa untuk lebih meyakinkan terdakwa sering menggunakan 
pakaiaan dinas kaos dan celana polisi serta membawa pistol 
mainan.   
 Bahwa terdakwa berjanji dapat membantu menguruskan SIM 
dengan membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima 
puluh ribu rupiah) per SIM. 
 Bahwa dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian kata-kata 
bohong terdakwa tersebut diatas korban merasa yakin maka 
pad hari kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar jam 21.00 wita 
bertempat di jalan Ir. Sutami RT.02 RW.02 Kel. Sudiang  
Kec.Biringkanaya Kota Makassar korban menyerahkan uang 
sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) 
yang terkumpul dari teman-teman dan termasuk uang korban 
sendiri. 
 Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2013 sekitar pukul 11.40 
wita korban diberitahu oleh ibu kost bahwa terdakwa telah kabur 
dari rumah kost dan ada polisi yang mencari. 
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 Bahwa kemudian korban mencari tahu akan kebenaran kata-
kata terdakwa dan ternyata terdakwa bukanlah anggota Polisi.  
 Bahwa hingga saat ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa 
tersebut tidak ada. 
 Bahwa uang korban yang diambil oeh terdakwa tidak digunakan 
untuk mengurus SIM tetapi telah habis digunakan untuk 
bersenang-senang dan merental mobil (keperluan pribadi). 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian 
sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
sesuai pasal 378 KUHP. 
Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut 
terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan 
dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah di dengar keteranganya 
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
1) Saksi Riko Andreawan  
 Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan 
dipolisi sehubungan dengan kasus penipuan yang saksi 
alami. 
 Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 
21.00 wita dijalan Ir. Sutami Rt/Rw 002/002 Kel.Sudiang Kec 
Biringkanaya Kota Makassar saksi telah ditipu oleh terdakwa 
AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL. BIN A. TAWAKKAL  
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan 
tetangga kost namun tidak ada hubungan keluarga maupun 
hubungan pekerjaan. 
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 Bahwa terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN 
A. TAWAKKAL melakukan penipuan dengan cara mengaku 
bahwa terdakwa adalah anggota Polisi berpangkat AKP 
dengan jabatan Kasat Lantas dan dapat menguruskan SIM 
C dan SIM B1 umum. 
 Bahwa sebelum kejadian terdakwa datang dirumah kost 
saksi dan mengatakan bahwa “terdakwa adalah anggota 
Polisi berpangkat AKP dengan Jabatan Kasat Lantas yang 
mau diuruskan SIM” lalu saksi menjawab “kalau bisa Pak 
nanti saya ambilkan juga uang teman saya. 
 Bahwa saksi juga pernah melihat terdakwa menggunakan 
kaos dan celana polisi hingga saksi merasa yakin bahwa 
terdakwa betul anggota polisi. 
 Bahwa terkumpul uang dari teman-teman saksi seluruhnya 
berjumlah Rp.2.100.000 termasuk uang saksi. 
 Bahwa tertanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 wita 
dijalan Ir. Sutami Rt/Rw002/002 Kel. Sudiang Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar saksi menyerahkan uang 
tersebut kepada terdakwa.  
 Bahwa belakangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah 
anggota polri.  
 Bahwa hingga saat ini SIM yang dijanjikan oleh terdakwa 
tidak ada sehingga saksi beserta teman-teman merasa 
tertipu. 
 
2) Saksi Usman Bin Tola  
 Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan 
dipolisi sehubungan dengan kasus penipuan yang saksi 
alami. 
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 Bahwa tertanggal 27 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 dijalan 
Ir.Sutami Rt/Rw 002/002 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya 
Kota Makassar saksi telah ditipu oleh terdakwa AKBAR 
ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL. BIN A. TAWAKKAL 
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan 
tetangga kost namun tidak ada sebagai anggota Polri.  
 Bahwa benar terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. 
IPUL BIN A. TAWAKKAL melakukan penipuan dengan cara 
mengaku bahwa terdakwa adalah anggota Polri berpangkat 
AKP dengan jabatan Kasat Lantas dan bisa membantu 
menguruskan pembuatan SIM C dengan meminta uang 
sebesar Rp.150.000,- untuk satu lembar SIM C. 
 Bahwa saksi juga dijanjikan untuk diuruskan menjadi 
anggota Kepolisian. 
 Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara 
mengaku sebagai anggota Kepolisian yang lulus dari 
AKPOL dengan pangkat AKP dan bertugas sebagai Kasat 
Lantas di Polda Sulsel dan bersedia membantu saksi untuk 
masuk menjadi anggota Kepolisan dengan pendidikan 
Akademi Kepolisian dengan syarat membayar sebesar 
Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) setelah lulus saksi 
harus membayar uang biaya pengurusan terlebih dahulu 
sebesar Rp.300.000,-. 
 Bahwa saksi juga ssering melihat terdakwa memakai baju 
kaos polisi dan pernah membawa pistol.  
 Bahwa dengan pengakuan terdakwa tersebut diatas saksi 
merasa yakin hingga akhirnya pada tanggal 12 Juni 2013 
sekitar 09.00 wita bertempat di Kantor Pegadaiaan Unit 
Daya Jl.Kapasa Raya Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota 
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Makassar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- 
kepada terdakwa.  
 Bahwa benar akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa 
tidak ada sehingga saksi beserta teman-teman merasa 
tertipu. 
 
3) Saksi Haery Inayah Als.Ina  
 Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan 
dipolisi sehubungan dengan kasus penipuan yang 
saksi/suami saksi alami. 
 Bahwa tertanggal 27 Juni 2013 sekita pukul 21.00 wita 
dijalan Ir.Sutami Rt/Rw 002/002 Kel.Sudiang Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar saksi telah ditipu oleh terdakwa 
AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL. BIN A TAWAKKAL  
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan 
tetangga kost namun tidak ada hubungan keluarga maupun 
hubungan pekerjaan. 
 Bahwa terdakwa AKBAR ALS. SYAIFULLAH ALS. IPUL BIN 
A. TAWAKKAL melakukan penipuan dengan cara mengaku 
bahwa terdakwa adalah anggota Polisi berpangkat AKP 
dengan jabatan Kasat Lantas dan dapat menguruskan SIMC 
dan SIM B1 umum.  
 Bahwa saksi juga pernah melihat terdakwa menggunakan 
kaos dan celana polisi hingga saksi merasa yakin bahwa 
terdakwa betul anggota polisi.  
 Bahwa saksi mengetahui bahwa ada teman-teman suami 
saksi yang menjadi korban untuk diuruskan membuat SIM.  
 Bahwa akhirnya terkumpul uang dari teman-teman 
seluruhnya berjumlah Rp.2.100.000 termasuk uang saksi.  
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 Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada 
tanggal 27 juni 2013 sekitar pukul 21.00 wita dijalan Perintis 
Kemerdekaan /Jl.Ir.Sutami Rt/Rw 002 /002 Kel Sudiang Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar. 
 Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa korban antara 
lain lelaki usman, lelaki ihsan. 
 Bahwa belakangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah 
anggota Polri. 
 Bahwa benar hingga saat ini SIM yang dijanjikan oleh 
terdakwa tidak ada sehingga saksi beserta teman-teman 
merasa tertipu.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa 
menyatakan keterangan tersebut benar. 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang ada pada pokonya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi sehubungan 
dengan adanya laporan bahwa terdakwa telah melakukan 
penipuan dengan mengaku sebagai anggota polisi. 
 Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki Riko Andreawan 
karena sebelumnya adalah tetangga kost tetapi tidak ada 
hubungan keluarga. 
 Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut sesuai 
laporan tersebut. 
 Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara 
mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Sat 
lalulintas Polda Sulsel dengan Pangkat AKP. 
 Bahwa terdakwa menjanjikan dapat membantu 
membuatkan/menguruskan SIM dengan menyerahkan uang 
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sebesar Rp.150.000,- dan terdakwa juga meminta kalau ada 
teman-teman yang akan mengurus SIM dapat dibantu 
dengan menyerahkan uang dan fotocopy KTP. 
 Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Lelaki Riko 
Andreawan sebesar Rp.150.000,- dan temanya dengan 
keseluruhan berjumlah Rp.2.100.000,- yang diterima secara 
bertahap. 
 Bahwa terdakawa bukan anggota Polisi. 
 Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki Usman dan terdakwa 
pernah berjanji dapat mengurus menjadi anggota Polisi. 
 Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari lelaki 
Usman sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya pengurusan 
administrasi. 
 Bahwa benar SIM dan janji dapat meluluskan menjadi 
anggota Polisi seluruhnya tidak terlaksana karena 
sebenarnya terdakwa bukanlah anggota Polisi dan tujuan 
terdakwa hanya untuk menipu. 
 Bahwa benar uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan 
untuk keperluan pribadi. 
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti 
berupa : 1(satu) sangkur model pistol, 1(satu) lembar celana panjang 
dinas polisi, 3(tiga) lembar baju kaos dinas polisi masing-masing 2 warna 
abu-abu dan  warna biru. 
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah disita secara sah 
menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada 
Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkanya. 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti 
yang ada sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 
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secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “PENIPUAN” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan 
ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatanya tersebut serta terdakwa 
dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar 
putusan ini. 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak didapat hal-hal yang 
dijadikan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun 
pembenar dan terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas 
perbuatanya. 
Menimbang, bahwa masa penahanan di penyidikan, penuntutan 
dan persidangan dikurangkan selurunhya dari pidana yang dijatuhkan dan 
diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam 
amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam 
amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana 
yang dijatuhkan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang 
dapat memberatkan dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana 
yang setimpal dengan perbuatanya tersebut : 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada korban   
Hal-hal yang meringankan : 
 Perbuatan berperilaku sopan dipersidangan  
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 Terdakwa berterus terang atas perbuatanya  
Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, serta tuntutan 
pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang 
bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dari tujuan pemidanaan, maka 
Majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang 
telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.  
2. Analisis Penulis  
Seperti yang dijelaskan dalam amar putusan, terlihat bahwa hukum 
mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di 
depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang dimaksudkan tersebut diantaranya  adalah dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-
unsur delik yang didakwakan, ditambah hakim haruslah meyakini apakah 
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang 
termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis 
Hakim Pengandilan Negeri Makassar Bapak Ibrahim Palino, S.H, M.H., 
menerangkan bahwa pada putusan tersebut dijatuhkan atas tuntutan 
penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian 
hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk 
menjatuhkan putusan pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP 
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tentang penipuan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang apakah ada 
alasan pemaaf yang dapat menjadi dasar untuk menyampaikan pidana 
atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun 
dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk 
menghapus pidana atas diri terdakwa. Maka dari itu terdakwa harus dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatanya. Pada perkara ini putusan yang 
dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang 
meringankan bagi diri terdakwa yag menjadi pertimbangan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut lagi menurut Ibrahim Palino, 
S.H, M.H., adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara 
antara lain adalah : 
a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan. 
b. Terdakwa berterus terang atas perbuatanya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan 
ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi 
dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan 
berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut di pandang telah 









A. Kesimpulan  
1. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Perkara No :        
1455/Pid.B/2013/PN/Mks adalah sudah tepat, karena Surat 
Dakwaan telah memenuhi syarat formil pada Pasal 142 (2) KUHAP 
huruf (a), memenuhi syarat materil dalam Pasal 142 (2) huruf (b), 
dan unsur-unsur delik yang didakwakan Pasal 378 KUHP telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana 
terhadap pelaku dalam perkara ini adalah sudah cukup memuat 
alasan-alasan yang mempertimbangkan baik dari pertimbangan 
yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti 
yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung serta 
sanksi pidana yang menimbulkan efek jera yang memberikan rasa 
takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada 
umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. 
 
B. Saran  
1. Hendaknya dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam 
suatu perkara, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar 
senantiasa menggunakan analisa yang cermat dengan tetap 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar 
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tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan mampu 
mewujudkan keadilan yang sebenarnya. 
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku, Penulis juga 
berharap setiap menjatuhkan putusan agar Majelis Hakim lebih 
memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam mempertimbangkan 
besar ringannya pidana, sehingga pidana yansg dijalani oleh 


















Adami, Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada. 
Andi Hamzah. 2008.  Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka 
Cipta. 
Ananda S. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika.  
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Mahakarya 
Rangkang. 
Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.. 
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama. 
Leden Marpaung. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar 
Grafika. 
Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, 
Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, Bandung: 
Citra Aditya Bakti. 
Mahrus Ali. 2011. Dasar – Dasar Hukum Pidana,  Jakarta: Sinar Grafika. 
M.Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 
Yogyakarta: Kreasi Wacana.. 
Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana 
Dalam Sistem Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. 
P. A. F Lamintang. 1984. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: CV 
.Armico. 
_______________, 1989. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan 
Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru.  
R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:  PT. 
RajaGrafindo Persada. 
Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 
P. A. F Lamintang. 1989. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan 
Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar Baru.  
